
BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI .JA\'A!A BARA~T 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 21 TAHUN 2020 

TENTANG 

KELAS JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL 
DI LINGK G P R T H H P T TA KMALAYA 

Me b a 

Menim an 

Menging t 

DENGA RAHM T TU AN Y NG M HA ESA 

"RT TPA'T'T 'T'A~TT{M A T .AVA 
..-_ ................ ... ... ... ...... ....... .t.. ........... ..., .......... .... , 

Be 'ta Ac a Hasil V lidasi Nilai Jabatan dan Kelas Ja 
ingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, t 

15 Januari 2020; 

di 
ggal 

a, bahwa untuk enindaklanjuti Peratura enteri 
Pendayag naan Ap ratur Negara dan Reformasi Birokrasi 

omor 39 ahu 2 entang enetapan e s J abatan 
1 Pemeri 

ege 
, per 

dala 
Tasi 

ingk 

dimaksud 
huruf a , perlu menetapkan Peraturan Bupati 

g Kelas Jab t n Peg wai Nege .' Sipil di 
aer Kab alaya; 

1. nd g-Un ang Nomor 14 T hu 195 ten tang 
em e tu a D erah-Daerah Ka upa en Dalam 
it gk n an 0 'n i jawa B rat ( erita Nega a Republik 

Indonesi Tahun 50) sebagaimana t lah di bah dengan 
Undang-Un g Nomor 4 Tahu 968 tentang 
P mbe tu {an Kabupaten urw arta dan Kabupaten 
., bang deng n me gubah Und g-Undang Nomor i4 
Tahun 195 tentang P bentukan Daerah-Daerah 
Kabupaten D 
(Lembaran Negara 

L' gkungan Provinsi Djawa Barat 
Republik Indonesia Tahun 1968 

Indonesia Nomor 2851); 

2, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nemer 

Nomor 5494); 
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ; 

4 . Pe a an Pemeri tah Nomor 1 Tah u 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Re blik In onesia Tahun 20 17 omor 63 , Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) ; 

5. Pera u ran Pem rintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelengga raan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Re ublik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tam bahan Le baran 
Negara Republik In onesia Nomor 6041); 

6 . Peraturan Menteri Pendayagunaan paratur Neg a dan 
Refo masi Bi okra s ' Nomor 39 Tahun 2013 tentang 
Pene a an Kela s J a ba an di Lin gkungan Instansi 
Pemerintah (Berita egara Republik Indonesia Tah n 2013 
Nomor 1636); 

7 . Peratu ran Daerah Kabupaten Tasikmalaya om r 3 Tahun 
2011 tentang Ru mah Sakit Umum Daerah Kabupaten 
T sikmalaya (Lembaran Daerah Ka bupaten T sikmalaya 
Tahu n 2011 omor 3) sebagaimana telah diu ah dengan 
Peratu an Daerah Kabupaten Ta sikmala a Nomor 4 Tahun 
2014 tentang Perubahan Atas Peratu ra Daerah 

abupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2011 tentang 
R mah Sakit Umum Daerah Kabu paten Tasikmalaya 
(Lemba an Dearah Kabupaten Tasikmala a Tahun 2014 
Nomor 4); 

8 . P a tura Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 
Tahun 201 1 entang Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah Kabu paten Tasikmalaya (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 15) ; 

9 . Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 
2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 
2016 Nomor 1); 

10 . Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 
2016 tentang Urusan Pemerin tahan yang Menjadi 
Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya 
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(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 
Nomor 3) ; 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 
20 16 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 
20 16 Nomor 7) sebagaimana telah diu bah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang 
Pem t kan dan s nan Perangkat Daerah (Lembaran 

ae a h Ka a e Ta ikmalaya Tahun 20 19 Nomor 1) ; 

12. Pe a turan Bupa ti Ta ikmalaya Nomor 7 Tahun 2019 

ten tang Kedu dukan, Su u nan Organisasi, Tu as dan 
Fun gsi Perang a t Daerah (Berita Daerah Ka b aten 
Tas 'kmalaya Tahun 2019 Nomor 7) ; 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUP I TASIKMALAYA TENTA G KELAS 
J ABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LIN NGAN 
P ME I H KABUPA EN A IKMALA A. 

I 

TE TUAN UMUM 

Pas 11 

Dalam Peraturan Bupati ini yang imaks d d n gan : 
1. Bupa ti ad ah Bu ati Ta sikmalay . 

2 . Daer Ka bu pate adal aerah K bupa en Ta sikmalaya. 

3 . Peme 'ntah Daerah Ka u pa e a dal Bupa ti ebaga i n sur pe yelenggara 
Pemer' a an Da erah yang me im in elaksanaan u ru s pemerintahan 

yang menjadi wenangan daerah otonom. 

4 . Sekretariat Daerah adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas 
membantu Bupati da am p n usunan kebijakan dan pengkoordinasian 
administratif terhadap pe aksan aan tug s Perangkat Daerah serta pelayanan 
administratif yang berada di b ah dan bertanggung jawab kepada Bupati. 

5 . Sekretaris Daerah adalah pimpinan ekretariat Daerah. 

6 . Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi 
Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang 
bekerja pada instansi pemerintah. 

7 . Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah 
Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang 
diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan 
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pernerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan 
peraturan perundang-undangan. 

8 . Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap Warga 
Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai 
Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk 
menduduki jabatan pemerintahan. 

9 . Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung 
jawab, wewenang dan hak seorang PNS. 

10. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, 
kewajiban, tan nee g an ha seo Pegawai Negeri Sipil 
dalam ran ka emimpin suatu satuan organisasi negara. 

11. Jabata Pe aks n a a alah sekelomp k jaba tan yang berisi n gsi dan tugas 
pe a ks aan kegiatan pelayanan publik serta administrasi p rn . tahan 

an embangunan. 

12. tan Fungsional adalah sekel mpok jabatan yang berisi fungsi d 
b rk 'tan dengan pelayanan fung ional yang berdasarkan pada ke 
k tera mp'lan tertentu. 

ugas 
ndan 

13. Ev uasi Jabatan adalah suatu pro es untuk menilai suatu jabatan secara 
sistematis d n gan men akan kriteria-kriteria yang dis but se a i faktor 
jabata terhadap informasi faktor 'abatan untuk menentukan il ' jabatan 
dan kel s 'a atan. 

14. Pe J a at an jabata ang d'garnbar n e ara ver 'kal dan 
horizontal men rut struktur kew nangan, tugas dan tan g jawab 
jab t 

15. Informasi F or Jabatan adalah data yang diperlukan dal rangka 

pelaks,~.== •• e a i jabatan struktural rna pu n jabatan fungsional yang 
analisis . abatan dan su rnber-sumb r lai rnisal ya hasil 

waw n ara . 

16, NamaJa at Pelaks a adalah se utan yang menjadi iden 'ta penamaan 
jabata . dibawah Eselon IV atau J aba tan S u ra l te endah dalam suatu 

organlsasl, 

BAB II 

R ANG LING UP 

Pasal 2 

Ruang lingkup Kelas Jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya terdiri atas : 
1. Kelas Jabatan Struktural (Jabatan Tinggi, Jabatan Administrasi dan 

Pengawas) ; 
2 , J abatan Fungsional; dan 
3 . Jabatan Pelaksana, 

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III , 
Lampiran IV dan Lampiran V Peraturan Bupati ini. 
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BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal3 

Dengan berlakun a Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tasikmalaya 
Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penetapan Kelas dan Nilai Jabatan Pegawai 
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya , 
dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. 

Pasal4 

Peraturan Bupati i 

Agar setiap 0 n 
Bupati ini e g 

i mulai berlaku sejak tanggal 5 Januari 2020. 

mengetahuinya memerintahkan pengund Peraturan 
pene a nya dalam B rit aerah a u ten as' malaya. 

Diundangka arna 
pada tan al 4 Fcbru"ri 2020 

SEK 
KABUP T "'N A I KMALAYA , 

MO 

Ditetapkan di Singapama 
pada tanggal 4 Pe bruari 2020 

BUPATI IK ALAYA, 

BERITA DAERA BUPATEN TASIKM AYA TA U 2020 NOM R 21 


